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ABSTRACT

The increase in population yearly affects the fulfiliment of one of the basic
human needs, namely shelter. Bungursari District is a district that in the 2020-2023
period has the highest average population growth rate in Tasikmalaya City, namely
2.34%. The increase in population is of course directly proportional to the need for
housing so its availability needs to be a concern.This research aims to determine
the suitability between the availability and need for land for settlements in
Bungursari District, Tasikmalaya City.

The research method used is quantitative descriptive with a spatial approach.
Data collection techniques were done through satellite image interpretation,
observation, and interviews. Land availability was obtained based on the results of
spatial analysis of the 2023 land use balance, while land requirements were
obtained from the results of population projections for 2023 using geometric
calculations.

The research results state that: (a) the area of land available for settlement
in 2023 based on the land use balance is 4,376,158 m?; (b) the area of residential
land required in 2033 is 1,624,900 m2; and (c) the average carrying capacity of
residential land in 2033 in Bungursari District will be 2.72 or classified as high, so
that the existing availability of residential land can still meet the need for
residential land for the next 10 years.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan besar mengenai kependudukan yang dihadapi
oleh negara-negara berkembang di dunia adalah jumlah penduduk yang terus-
menerus meningkat. Indonesia sebagai negara yang termasuk kategori negara
berkembang juga turut mengalami permasalahan tersebut. Diketahui
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia
hingga pertengahan tahun 2023 berada di angka 278,7 juta jiwa. Secara umum
faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan penduduk diantaranya
disebabkan karena fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), serta migrasi
(Sapto Bagaskoro dkk., 2022). Pertumbuhan penduduk membawa dampak yang
signifikan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan,
infrastruktur dan layanan publik. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah
adanya peningkatan kebutuhan akan tanah sebagai tempat untuk melakukan
pembangunan yang bersifat fisik. Di sisi lain, tanah merupakan benda yang
ketersediaannya terbatas sehingga apabila terus-menerus digunakan jumlahnya
akan semakin berkurang.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun berdampak pada pemenuhan salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu
rumah sebagai tempat tinggal. Jumlah penduduk yang terus meningkat tentunya
berdampak pada pemenuhan kebutuhan permukiman di masa depan. Kebutuhan
akan tanah khususnya untuk permukiman yang semakin meningkat apabila tidak
diatur dapat menyebabkan terjadinya perubahan fungsi tanah yang kemudian
akan berdampak pada kelangsungan ekosistem.

Dinamika pembangunan yang cukup cepat mengharuskan pemerintah
untuk mengambil langkah antisipasi akan adanya perubahan yang berjalan serta
dampak yang akan ditimbulkannya (Yusuf, 2017). Terjadinya perkembangan
wilayah akan diikuti oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi,
serta sarana dan fasilitas pendukung. Hal tersebut jelas akan berkontribusi

terhadap upaya kegiatan penataan ruang, khususnya dalam aspek perencanaan



ruang sebagai upaya mengantisipasi bentuk kecenderungan perkembangan
tersebut.

Untuk mewujudkan penggunaan tanah yang seimbang dan optimal sebagai
upaya pembangunan berkelanjutan, diperlukan integrasi antara penggunaan
tanah dengan kebijakan penataan ruang (Sutaryono dan Dewi, 2020). Pasal 14
ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria telah mengamanatkan bahwa
pemerintah perlu membuat suatu rencana umum mengenai persediaan,
peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur
peruntukan tanah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah dalam upaya
mewujudkan keseimbangan serta keserasian pembangunan wilayah. Kegiatan
Rencana Tata Ruang Wilayah secara garis besar meliputi Perencanaan Tata
Ruang, Pemanfaatan Ruang, serta Pengendalian Ruang (Muryono dkk., 2018).
Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana
tata ruang dilaksanakan salah satunya dengan mengembangkan penatagunaan
tanah sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang. Penatagunaan tanah memiliki tujuan untuk mengatur
serta mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk
kepentingan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah. Data pertanahan merupakan data yang krusial dalam penyusunan
Rencana Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang. Salah satu sumber utama data pertanahan adalah Neraca Penatagunaan
Tanah.

Neraca Penatagunaan Tanah merupakan keseimbangan antara
ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah menurut fungsi kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (Sutaryono, 2016).
Neraca Penatagunaan Tanah terdiri atas perubahan penggunaan tanah,
kesesuaian perubahan penggunaan tanah dengan RTRW, serta ketersediaan
tanah. Penyusunan neraca penatagunaan tanah ini diamanatkan dalam Undang-

undang- Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 33 dan Pasal 23



ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah. Salah satu output dari Neraca Penatagunaan Tanah adalah Peta
Ketersediaan Tanah. Peta ini merupakan hasil dari analisis ketersediaan tanah
dengan mempertimbangkan penggunaan serta penguasaan tanah. Tanah-tanah
yang belum digunakan dan belum dikuasai diklasifikasikan sebagai tanah yang
tersedia dan sesuai dengan tata ruang. Disamping itu, tanah yang sudah
digunakan dan dikuasai dengan suatu hak atas tanah diklasifikasikan tersedia
dalam upaya penyesuaian dan optimalisasi penggunaan tanah (Siahaan dkk.,
2019). Dengan demikian, neraca penatagunaan tanah memiliki manfaat untuk
memberikan informasi mengenai ketersediaan tanah untuk pembangunan,
khususnya permukiman.

Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang
memiliki luas wilayah sebesar 183,14 km? (BPS, 2023) dengan kepadatan
penduduk sebesar 3987,55 jiwa/km?. Kota Tasikmalaya di tahun 2023 memiliki
kurang lebih 733,47 ribu jiwa dengan besar laju pertumbuhan penduduk 1,37%
(BPS, 2023). Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang menjadi pusat
perdagangan dan jasa, pusat bisnis, serta pusat industri di wilayah Priangan
Timur sehingga kondisi perkotaannya menjadi cukup padat. Di sisi lain,
kebutuhan akan permukiman di Kota Tasikmalaya cukup juga tinggi.
Berdasarkan data dari Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
tahun 2011, backlog atau jumlah kekurangan rumah di Kota Tasikmalaya
mencapai 40.048 unit. Salah satu wilayah di Kota Tasikmalaya dengan
pertumbuhan pembangunan bersifat fisik yang cukup pesat adalah di Kecamatan
Bungursari. Kecamatan Bungursari merupakan kecamatan yang memiliki
wilayah terluas kelima di Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 17,57 km?.
Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
2023, saat ini jJumlah penduduk di Kecamatan Bungursari mencapai 64.276 jiwa
dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tertinggi dalam rentang waktu
tahun 2020-2023 di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 2,34%. Bertambahnya
jumlah penduduk tentu saja berbanding lurus dengan kebutuhan akan

permukiman sehingga ketersediaannya perlu menjadi perhatian. Selain itu



berdasarkan penelitian As’ati & Fadjarajani (2017), Kecamatan Bungursari
merupakan salah satu titik yang terdapat permukiman kumuh di Kota
Tasikmalaya yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam pemasangan
jaringan sarana dan prasarana permukiman. Meskipun sudah pernah mendapat
perhatian dari pemerintah setempat dengan dilakukannya Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang memberikan arahan penataan
kawasan permukiman kumuh, namun program tersebut kurang memberikan
hasil yang maksimal karena kondisi sosial budaya masyarakat yang semakin
berkembang (Fadjarajani, 2015).

Untuk mewujudkan terciptanya pembangunan kawasan permukiman yang
memadai, diperlukan sarana permukiman yang menunjang aktivitas
sosial,ekonomi, dan pelayanan umum yang memadai (Mustika, 2017). Menurut
Setyorini dalam Rahmawati (2023) salah satu aspek penting yang diperlukan
dalam perencanaan pembangunan adalah analisis untuk memperkirakan jumlah
penduduk di masa depan menggunakan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk
adalah suatu upaya yang dilakukan dalam memprediksi jumlah penduduk di
masa depan dilihat dari asumsi pada tahun dasar untuk melihat perubahan pada
tahun tertentu di waktu yang akan datang. Proyeksi penduduk ini diharapkan
mampu memberikan gambaran mengenai banyaknya jumlah penduduk di masa
depan yang tentunya sangat berpengaruh pada pembangunan, khususnya
pembangunan permukiman. Proyeksi kebutuhan tanah permukiman dilakukan
untuk mengetahui gambaran kondisi tanah permukiman di masa yang akan
datang, sehingga dapat dilakukan pengaturan untuk kebutuhan penggunaan
tanah selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan proyeksi penduduk dan proyeksi
kebutuhan tanah permukiman untuk mendapat gambaran kondisi di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka judul
penelitian yang akan peneliti lakukan adalah “Ketersediaan dan Proyeksi
Kebutuhan Tanah Permukiman Berdasarkan Neraca Penatagunaan Tanah di
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui ketersediaan tanah pada tahun 2023 dilihat dari neraca penatagunaan



tanah serta proyeksi kebutuhan tanah permukiman 10 tahun yang akan datang

berdasarkan laju pertumbuhan penduduk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketersediaan tanah permukiman di Kecamatan Bungursari, Kota
Tasikmalaya pada tahun 2023 berdasarkan neraca penatagunaan tanah?

2. Bagaimana proyeksi kebutuhan tanah permukiman di Kecamatan
Bungursari, Kota Tasikmalaya tahun 2033 dilihat dari laju pertumbuhan
penduduk?

3. Bagaimana kesesuaian antara ketersediaan dengan kebutuhan tanah
permukiman pada tahun 2033 di Kecamatan Bungursari, Kota

Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketersediaan tanah permukiman di Kecamatan
Bungursari, Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 berdasarkan neraca
penatagunaan tanah.

2. Untuk mengetahui proyeksi kebutuhan tanah permukiman di Kecamatan
Bungursari, Kota Tasikmalaya tahun 2033 dilihat dari laju pertumbuhan
penduduk.

3. Untuk mengetahui informasi mengenai kesesuaian antara ketersediaan
dengan kebutuhan tanah permukiman pada tahun 2033 di Kecamatan

Bungursari, Kota Tasikmalaya.

D. Batasan Penelitian
Batasan masalah dalam penelitian merupakan pembatasan ruang lingkup
penelitian untuk memfokuskan penelitian pada aspek tertentu yang akan
diteliti. Batasan masalah membantu peneliti memastikan bahwa penelitian
memiliki ruang lingkup yang terdefinisi dengan jelas. Oleh karena itu, batasan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Proyeksi kebutuhan tanah permukiman dilakukan untuk sampai tahun 2033
berdasarkan ketersediaan tanah permukiman pada tahun 2023

2. Peta penggunaan tanah tahun 2016 dan 2023 dibuat berdasarkan hasil
interpretasi citra, sedangkan untuk peta penggunaan tanah tahun 2023 dibuat
berdasarkan interpretasi citra dan observasi langsung di lapangan.

3. Batas wilayah penelitian mengikuti batas yang tercantum pada Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036.

4. Apabila terdapat ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan peruntukannya,
penelitian ini tidak membahas faktor-faktor penyebabnya.

5. Pada penelitian ini analisis ketersediaan berdasarkan neraca penatagunaan
tanah hanya fokus pada tanah permukiman saja.

6. Proyeksi jumlah penduduk dihitung dengan asumsi laju pertumbuhan

penduduk setiap tahun sama.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah/akademis
Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran
dan ilmu pengetahuan terkait analisis spasial yaitu bagaimana cara
mengetahui  ketersediaan tanah permukiman menggunakan neraca
penatagunaan tanah serta proyeksi ketersediaan tanah permukiman dilihat
dari laju pertumbuhan penduduk. Selain itu penelitian ini juga diharapkan
mampu menjadi referensi atau sumber bagi peneliti lain yang akan
melakukan penelitian dengan tema yang sama. Secara khusus penelitian ini
diharapkan dapat menjadi tambahan bahan pembelajaran baru bagi
Taruna/i Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
yang berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis
ketersediaan tanah berdasarkan neraca penatagunaan penduduk serta
proyeksi kebutuhan tanah dilihat dari laju pertumbuhan penduduk.

2. Manfaat sosial
Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan

penyediaan tanah khususnya permukiman kepada masyarakat. Selain itu



penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat

dalam melakukan perubahan fungsi tanah agar sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

3. Manfaat praktis

a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
& Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Hasil penelitian berupa data ketersediaan tanah permukiman
diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai instrumen kontrol
pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi bahan masukan dalam
upaya perumusan kebijakan mengenai tata ruang.

b. Bagi Pemerintah Daerah
Pada penelitian ini dihasilkan Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah
terhadap Rencana Detail Tata Ruang yang dapat digunakan sebagai
salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian perizinan usaha.

c. Bagi penulis
Penelitian ini menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
program studi di bidang pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional sehingga memperoleh gelar sarjana terapan di bidang
pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman baru

bagi penulis mengenai bagaimana membuat suatu karya ilmiah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kondisi ketersediaan tanah di Kecamatan Bungursari dibagi menjadi dua,
yaitu tidak tersedian dan tersedia. Luas tanah yang tersedia di Kecamatan
Bungursari pada tahun 2023 adalah sebesar 5.600.856 m? atau 32% dari total
luas wilayah. Sebaliknya, luas tanah yang tidak tersedia mencapai
11.850.092 m? atau 68% dari total luas wilayah Kecamatan Bungursari.
Untuk luas ketersediaan tanah yang dapat digunakan sebagai permukiman
adalah sebesar 4.376.158 m2.

Proyeksi kebutuhan tanah permukiman di Kecamatan Bungursari pada tahun
2033 diperkirakan mencapai 1.624.900 m?, berdasarkan perhitungan standar
luas kaveling rumah dan jumlah penduduk. Dari hasil perhitungan daya
dukung lahan permukiman pada tahun 2023, diketahui rata-rata daya dukung
tanah permukiman di Kecamatan Bungursari adalah 2,72. Kelurahan
Sukalaksana memiliki daya dukung tanah permukiman tertinggi dengan
angka 6,69, sementara Kelurahan Sukamulya memiliki daya dukung
terendah dengan angka 0,83.

Secara keseluruhan daya dukung tanah permukiman di Kecamatan
Bungursari diklasifikasikan sebagai tinggi, karena rata-rata angka daya
dukung melebihi angka 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan
tanah untuk permukiman masih mencukupi kebutuhan tanah permukiman
pada tahun 2033.

B. Rekomendasi

1.

Instansi terkait yang berwenang mengatur tentang tata ruang maupun
perizinan penggunaan tanah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai
bahan pertimbangan dalam melakukan peninjauan kembali terhadap

peraturan tata ruang atau perumusan kebijakan.
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2. Pemerintah setempat sebaiknya mulai memperhatikan kondisi ketersediaan
tanah seiring bertambahnya jumlah penduduk agar penggunaan tanah yang
ada dapat digunakan secara optimal.

3. Pihak yang berwenang perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan
hukum terhadap pelanggaran penggunaan tanah sehingga dapat
meminimalisir adanya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah terhadap
Rencana Detail Tata Ruang.

4. Pada permohonan perizinan pembangunan permukimannya, hendaknya
pihak yang berwenag mengarahkan ke wilayah yang ketersediaannya masih

cukup luas, tentunya dengan tetap mempertimbangkan RDTR.
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